WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 41 TAHUN 2010
TENTANG TUGAS POKOK FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJAR

Menimbang

Mengingat

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

bahwa dengan adanya Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota
Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Kota Banjar, maka Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur
Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar
perlu diubah;

bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu diatur
kembali Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2010

yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3890);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota

Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor
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10.

11.

130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4750);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan
Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4830);

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional
Penanggulangan Bencana;



12.

13.

14.

15.

16

17.

Menetapkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor
3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran
Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota
Banjar Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota
Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 10
Seri D);

Peraturan Walikota Banjar Nomor 41 Tahun 2010 tentang Tugas
Pokok Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar (Berita Daerah Kota
Banjar Tahun 2008 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41
TAHUN 2010 TENTANG TUGAS POKOK FUNGSI DAN
TATA KERJA UNSUR ORGANISASI BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJAR.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok

Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar
(Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 41) diubah, sebagai berikut :



1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 diubah dan diantara angka 11 dan angka 12 disisipkan 1

(satu) angka, yakni angka 11.a, sehingga Pasal 1 seluruhnya berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.

O N o gk~ DD

10.

11.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah Kota Banjar.

Daerah adalah Kota Banjar.

Walikota adalah Walikota Banjar.

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.

Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar.
Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Banjar.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar yang selanjutnya disebut BPBD
Kota Banjar adalah perangkat daerah Kota Banjar yang dibentuk dalam rangka
melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan menganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau
faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda
dan dampak psikologis.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi
penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan
pencegahan bencana, tanggap darurat serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

11.a Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada

12.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab,
wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu
serta bersifat mandiri.

2. Ketentuan Pasal 2 huruf e diubah dan diantara huruf e dan huruf f disisipkan 1

(1)

(satu) huruf, yakni huruf e.1 dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga
Pasal 2 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri
dari :

a. Kepala Pelaksana;

b. Sekretariat Unsur Pelaksana;



c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
e.1 Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar
sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

3. Diantara Paragraf 5 dan Paragraf 6 disisipkan 1 (satu) Paragraf, yakni Paragraf 5 A
dan diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7 A, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5 A
Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 7 A
Tugas pokok, Fungsi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) diatur tersendiri
dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 25 Januari 2012

WALIKOTA BANJAR,

HERMAN SUTRISNO
Diundangkan di Banjar
pada tanggal 25 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 6



LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

: PERATURAN WALIKOTA BANJAR

: 6 TAHUN 2012

: 25 JANUARI 2012

: TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR

ORGANISAS|I BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA BANJAR

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJAR

KEPALA
UNSUR PENGARAH UNSUR PELAKSANA
- INSTANSI KEPALA PELAKSANA
- PROFESIONAL/AHLI BPBD
SEKRETARIAT
. | | |
KELOMPOK JABATAN SEKSI SEKSI SEKSI
FUNGSIONAL PENCEGAHAN KEDARURATAN REHABILITASI
DAN KESIAPSIAGAAN DAN LOGISTIK DAN REKONSTRUKSI

UPTB

WALIKOTA BANJAR,

HERMAN SUTRISNO



